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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATtrN KENDAL,

Menimbang a bahwa dikarenakan tu,u, 
"*,"-' ".^i,i,,;:-T ifrT'L:::T ",lJi:,tl

Kendal terhadap pembahasan nurr.r.g..r'ilaturan
Dewan perwakilan Rak
dan o p ti m ali s ;J;; ; ; J#,f T:l ff;..:rrH ffi ,1X,Kendal belum selesai serta masa kerja telah t"..Uni.,maka dipandang perlu menambah masa t e4r-faniti.Khusus untuk menyelesaikan tugasnya;
bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf adiatas, maka perlu dituaa-gkan Orirnr"iffi,r.u,
lewan 

Prerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendalt-entang perpanjangan Masa Kerja panitia it u"u" rr,I1I, dan IV Dewan perwakilan *uUr., 
--i.".rrl

Kabupaten Kendal terhadap pembahasair ."r.L.rgu.,Peraturan Dewan perwakilan Rakyar nl..rr,Kabupaten Kendal dan Optimali"".l p."irpr# o",,Daerah Kabupaten Kendal;

b
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1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daeraf, Xaf upaten dalamLingkungan propinsi Jawa Tengah seba'gaimana tefahdiubah dengan Undang_Unda.,f No-o. 6 iahun f SoStentang Pembentukan. Daerat Tingkat II Batang
9:1q"" mengubah Undang-Undang N-omt. 13 Tahun
1 950 tentang pembentukan Daerahldaerah Kabupaten
dalam Lingkungan propinsi Jawa Tengah ll.embarar,Negara Republik Indonesia Tahun f SZS No-o. Sr,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentangPembentukan peraturan perundang_undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia T"ahun Z0 1 tNomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1S Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang_Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2olg Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republii
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunl,a Undang-Undang 1950
Nomor 12, 13, 74, dan 15 dari ha1 pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Ja*,a
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimes,a
Yogzakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4490);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OlL tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

I(ETIGA

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor B0 Tahun
20 15 tentang Pembentukan produk Flukum Daerah
(berita Negara Republik Indonesia Tahun 20iS Nomor
2036);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016
Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 157);

10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tenlang Tata
Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024
Nomor 2 1) .

MEMUTUSKAN:

Perpanjangan Masa Kerja Panitia Khusus II, III, dan IV
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
terhadap pembahasan rancangan Peraturan Dervan
Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dan
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal.

Tugas Panitia Khusus II, ill, dan IV Dewan Penvakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana diktum
I(ESATU belum selesai serta masa kerja telah berakhir,
maka dipandang periu menambah masa kerja Panitia
Khusus untuk menyelesaikan tugasnya.

Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana diktum KEDUA
dalam melaksanakan tugasnya diperpanjang rvaktu
kerjanya paling lama 45 (empat puluh lima) hari dan
dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal
bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.

KEEMPAT Sebelum masa kerja berakhir, Panitia Khusus
sebagaimana diktum KESATU diwajibkan menyampaikan
laporan secara tertulis dalam rapat paripurna Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.



KELIMA Keputusan
ditetapkan.

ini mulai berlal,ru pada tanggal

D

SALINAN Keputusan ini disampai
1 . Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Kendal di Kendal;

Ditetapkan di Kerdal
pada tanggal 24 Desember 2O2S

LAN RAKYAT DAERAH
N I(ENDAL

a.

DIQ
,r

th.

3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
5. Para staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendat;
6. Para Kepala organisasi perangkat Daerah l(abupaten Kendal di Kendar.
\.Par7 Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
B. Arsip.
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